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BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 19 TAHUN 2015
=====================================================
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PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR   19   TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TABANAN
 TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,
	

	Menimbang
:

bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran  2015.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan  Presiden   Nomor  87   Tahun   2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014          Nomor 32 );

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan  Menteri   Desa   Pembangunan  Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor  17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 17);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TABANAN TAHUN ANGGARAN 2015
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

3. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran  yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 3
Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:
a. W 
= (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)

Keterangan:
W

Z1

Z2

Z3

Z4

=

=

=

=

=

Dana Desa setiap Desa

rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/ kota yang bersangkutan

rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/ kota yang bersangkutan

rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Z4 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 5

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari   Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan  paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:

a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Perbekel menyampaikan:

a. 
APBDesa paling lambat bulan Maret; dan

b.
laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya. 
(5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Perbekel menyampaikan laporan realisasi pengunaan Dana Desa semester I.
(6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
Pasal 6
(1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
(3) Dalam rangka pengentasan masyarakat miskin Dana Desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang dan papan masyarakat.
(4) Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat terpenuhi.

Pasal 7
Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat  Desa  dan  kualitas  hidup  manusia  serta penanggulangan kemiskinan, melalui :

a. pemenuhan kebutuhan dasar;

b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;

c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 8
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;

b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan

c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
Pasal 9
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan  untuk :

a. mendukung kedaulatan pangan;

b. mendukung kedaulatan energi;

c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan

d. mendukung pariwisata dan industri.

Pasal 10
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7     huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;

b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;

c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;

d. pembangunan energi baru dan terbarukan;

e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;

f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;

g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;

h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Pasal 11
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7  huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;

b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;

c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;

d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;

f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;

g. pengembangan benih lokal;

h. pengembangan ternak secara kolektif;

i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;

j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;

k. pengelolaan padang gembala;

l. pengembangan Desa Wisata; dan

m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil   pertanian dan perikanan.

Pasal 12
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7  huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target  RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :

a. komoditas tambang mineral bukan logam; 

b. komoditas tambang batuan;

c. rumput laut;

d. hutan milik Desa; dan

e. pengelolaan sampah.
Pasal 13

Penggunaan Dana  Desa  untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;

b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;

c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;

d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;

e. penyelenggaraan  promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;

f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:

1) kelompok usaha ekonomi produktif;

2) kelompok perempuan;

3) kelompok tani;

4) kelompok masyarakat miskin;

5) kelompok nelayan;

6) kelompok pengrajin;

7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

8) kelompok pemuda; dan

9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.
Pasal 14
Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
Pasal 15
Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Pasal 16
(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal  17
(1) Perbekel dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.


(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
Pasal 18
(1) Bupati menunda penyaluran  Dana Desa dalam hal Perbekel tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
(2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
(3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
(4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
(5) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.


	Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 15 Mei  2015
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	Diundangkan di Tabanan

	pada tanggal  15 Mei  2015

	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,
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PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR      19 TAHUN 2015

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TABANAN TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TABANAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO

NAMA DESA

JUMLAH

KET

1

BAJERA

283.998.046
2
WANAGIRI
279.290.684
3
PUPUAN SAWAH
271.830.904
4
BEREMBENG
280.450.130
5
SELEMADEG
282.795.903
6
SARAMPINGAN
274.853.736
7
ANTAP
278.920.682
8
WANAGIRI KAUH
273.854.737
9
MANIKYANG
267.879.256
10
BAJERA UTARA
269.477.204
11
GUNUNG SALAK
270.060.496
12
GADUNGAN
276.638.031
13
BANTAS
274.207.616
14
MAMBANG
285.005.814
15
MEGATI
280.230.719
16
TANGGUNTITI
273.861.471
17
BERABAN
268.436.402
18
TEGAL MENGKEB
288.690.048
19
DALANG 
275.374.501
20
GADUNG SARI 
273.054.718
21
MUNDEH
279.515.582
22
MUNDEH KANGIN
274.122.358
23
LALANGLINGGAH
276.499.331
24
ANTOSARI
271.039.748
25
LUMBUNG
285.828.454
NO

NAMA DESA

JUMLAH

KET

26

LUMBUNG KAUH

273.162.953

27

TIING GADING

273.784.700

28

MUNDEH KAUH

275.909.047

29
ANGKAH
273.965.706
30
SELABIH
269.088.441
31
BENGKEL SARI
273.068.269
32
TIBUBIU
266.261.955
33
KELATING
268.565.716
34
PENARUKAN
269.233.456
35
BELUMBANG
273.116.285
36
TISTA
269.693.989
37
KERAMBITAN
269.615.128
38
PANGKUNG KARUNG
268.507.597
39
SAMSAM
272.689.306
40
KUKUH
266.958.763
41
BATURITI
270.199.982
42
MELILING
271.780.170
43
SEMBUNG GEDE
274.819.761
44
BATUAJI
276.783.310
45
KESIUT
267.499.000
46
TIMPAG
274.014.965
47
SUDIMARA
286.187.644
48
GUBUG
276.566.514
49
BONGAN
279.688.706
50
DELOD PEKEN
286.693.699
51
DAUH PEKEN
292.537.743
52
DAJAN PEKEN
290.229.047
53
DENBANTAS
280.881.072
54
SUBAMIA
271.379.374
55
WANASARI
272.421.025
56
TUNJUK
282.855.217
57
BUAHAN
271.120.486
58
SESANDAN
273.574.358
59
BENGKEL
274.768.502
NO
NAMA DESA
JUMLAH
KET
60
PANGKUNG TIBAH
264.402.484
61

BELALANG

269.174.318
62
BERABAN
282.837.352
63
BUWIT
288.760.677
64

CEPAKA

265.626.579
65
KABA-KABA
296.256.544
66
NYAMBU
283.121.227
67
PANDAK BANDUNG
277.726.076
68
PANDAK GEDE
289.888.847
69
NYITDAH
319.223.655
70
PEJATEN
281.076.802
71
KEDIRI
298.966.481
72
ABIAN TUWUNG
299.506.151
73
BANJAR ANYAR
309.716.962
74
KUKUH
291.224.462
75
BERINGKIT
274.032.325
76
PEKEN
270.695.088
77
BATANNYUH
281.119.759
78
TEGALJADI
279.771.038
79
KUWUM
280.520.120
80
SELANBAWAK
272.509.645
81
MARGA
281.204.037
82
PETIGA
271.029.393
83
CAU BELAYU
279.015.389
84
TUA
272.743.056
85
PAYANGAN
281.396.424
86
MARGA DAJAN PURI
267.980.819
87
MARGA DAUH PURI
271.345.784
88

GELUNTUNG

268.305.467
89

BARU

271.204.608
90

REJASA

268.795.358
91
JEGU
269.378.658
92
RIANG GEDE
272.242.091
93
BURUAN
267.037.730
NO
NAMA DESA
JUMLAH
KET
94
BIAUNG
269.405.711
95
PITRA
267.144.047
96

PENATAHAN
264.897.207
97
TENGKUDAK
278.495.683
98
MENGESTA
272.622.296
99
PENEBEL
271.153.664
100

BABAKAN
271.360.753
101
SENGANAN
294.071.036
102
JATILUWIH
275.404.541
103
WONGAYA GEDE
277.913.831
104
TAJEN
270.527.639
105
TEGALLINGGAH
266.773.286
106
PESAGI
273.124.421
107
SANGKETAN
274.828.701
108
PEREAN
279.278.309
109
LUWUS
283.815.795
110
APUAN
228.260.021
111
ANGSERI
291.382.464
112
BANGLI
316.427.990
113
BATURITI
297.450.659
114
ANTAPAN
272.866.110
115
CANDIKUNING
298.576.389
116
MEKARSARI
311.251.354
117
BATUNYA
276.658.032
118
PEREAN TENGAH
268.440.603
119
PEREAN KANGIN
285.000.050
120
BELIMBING
309.278.008
121
SANDA
270.008.417
122
BATUNGSEL
281.633.559
123
KEBON PADANGAN
285.135.337
124
MUNDUK TEMU
287.651.943
125
PUJUNGAN
315.795.053
126
PUPUAN
285.449.936
127
BANTIRAN
296.700.144
128
PADANGAN
275.439.075
NO
NAMA DESA
JUMLAH
KET
129
JELIJIH PUNGGUNG
270.762.338
130
BELATUNGAN
274.050.585
131

PAJAHAN

281.459.221
132
KARYASARI
282.205.853
133
SAI
284.722.712
J U M L A H
37.068.941.000



BUPATI TABANAN

          TTD
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